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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Reformasi Birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan mutlak 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, konsisten dan berkelanjutan 

dalam rangka memastikan terwujudnya perubahan mendasar pada 8 

(delapan) area menuju terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau clean government.  

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang 

efektif, Kementerian Ketenagakerjaan perlu menetapkan perencanaan dan 

tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang 

dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder Kementerian 

Ketenagakerjaan. Dengan berakhirnya periode kedua Road Map Reformasi 

Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 yang berakhir 

pada 31 Desember 2019, selanjutnya Kementerian Ketenagakerjaan 

menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan 

Tahun 2020-2024 (Road Map Reformasi Birokrasi) sebagai tindak lanjut 

dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 mengamanatkan agar disusun 

suatu Road Map Reformasi Birokrasi setiap 5 (lima) tahun, dan tindak 

lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 




















































































































































